BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
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KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindakiaijuti dengai Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kerja Dmas
Koperast Dan UKM, Pernindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Halmahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Halimahera Selatan,

Undaiig-Undaiig Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukann Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R 1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undaiig Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R 1 Nomor 3961)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan



)

di1 Provins1 Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembparan Negara R1 Nomor
4264),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tahun 2015 Nomor 59j,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20i6 Tentang
Organisas1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 201S
Nomor 187),

Peraturan Meiitert Koperasi Dan Usaiia Kecid Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
i3/Per/M KUKM/X /2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1543),

Peraturan Mentern1 Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur,
Tugas Daan Fungst Perangkat Daerah Urusan
Pemerintalian DBidang FPerdagangain {(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10),

Peraturan Mentern Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinst Dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 849),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaeliera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten Halmahera  Selatan tentang
Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Helamhera Selatan;
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Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negenn Nomor 061/4257 /OTDA
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Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dihngkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Provins1 Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati 1m1 yang dimaksud dengan

1
2
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1
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Haimahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemernintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Haiinahera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemenntahan Daerah

Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepaia Daerah dalam
Penyelenggaraain remeriiitahiain daerali yang terdirni dart Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah
dan Kecainatan

Dinas adalah Dinas Koperasi: dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
Tugas Pokok adaiah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Fungs1 adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Koperasi dan UKM, Perindustrnian dan Perdagangan,

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
daiam rangka memimpin Satuan Organisasi1 Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adaiah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahhan dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
peinerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Tekims Dmas FPerhubungan yang melaksanakan kegiatan
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teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Dinas Koperasi dan UKM, Penndustrian dan Perdagangan Kabupaten
Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang
menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan d bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupat: melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Orgaiisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dmas Koperasi dan UKM, Penndustrian dan
Perdagangan terdin atas
a Dinas,
b Sekretaniat Dinas, terdir1 dari
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2 Sub Bagian Keuangan,
3 Kelompok Jabatain Fungsional
¢ Bidang Keiembagaan Koperasi, dan Keiompok Jabatan Fungsional,
d Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan, Keiompok
Jabatan Fungsional,
e Bidang Industn, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
f Bidang Perdagangan, dan Keiompok Jabatan Fungsional, dan
g Unit Peiaksana Tekns (UPT)
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperas: dan UKM, Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
lampiran Peraturan Bupat un

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4
Dinas sebagainana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1 huruf a, dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
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Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4, Dimnas
Koperast dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan
fungsi
1 Perumusan kebijakan Daerah Bidang Koperas: dan UKM, Perindustrian
dan Perdagangan,
2 Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang
Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah
Bidang Koperast dan UKM Perindustrian dan Perdagangan,
Pembinaan adminisirasi dan aparatur Pemerintah Daerali Bidang
Koperast dan UKM Perindustrian dan Perdagangan,
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

o+

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimaiia dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dmas dan mempunya: tugas inemnbantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliput1i keuangan,
hukum, informasi, kehumasan, keorganmsasian dan Kketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, keruinahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrast di
Imgkungan Dmas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di hingkungan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian
dan Perdagangan

2 Pembmmaan dan pemberian dukungan administrasti yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan adiministrasi di hngkungan Dinas
Koperast dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan

3 Pengordinasian, pembmaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas Koperas: dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Koperast dan UKM,
Perindustrian dan Perdagangan

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentas;,
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6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di hngkungan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian aan
Perdagangan

7 Pengoordinasian penyusunan, Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Dinas,

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dinas Koperast dan UKM,
Perindustnan dan Perdagangan,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup
tugasnya,

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi laiin yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Pasai 8
Sub Bagian Umnuin dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasat
ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyar tugas
menyelenggarakan urusan kepegawaian, keruinahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehuinasan dan ketataiaksanaan

Pasail
Daiam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub
Bagian Uinuin dan Kepegawalan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian uinuin dan kepegawaian,
2 Penyiapan bahan peruinusan kebijakan teknmis terkait administrasi
uinuin dan kepegawaian,
Pengelolaan data kepegawaian dinas,
Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
Penyiapan bahan pembinaain pegawai dias,
Penyelenggaraan keruinahtanggaan dinas,
Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan
perpustakaan dinas,
Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehuinasan dinas,
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemnerintahan pada dinas,
11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
12 Pelaksanaan pemeihharaan sarana dan prasarana perKkantoran,

(o's N I o) W J) BN LN OV
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13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunail laporan Kinerja subbagian
uinuin dan kepegawalan, dan
14 Pelaksanaan fungs: lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Pasal 10
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 2, dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagian dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris dan mempunyai tugas inembantu Sekretaris untuk
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penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan
administrast keuangan Dinas

Pasal 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi
1 Pelayanan dan Pengelolaan Admimistrasi Keuangan Dinas,
2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dinas,
3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan
pemenksaaan keuangan,
Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dail pelaporan Keuangarn, daii
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 3
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 12
Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis

Bidang Kelembagaan Koperas: sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,

Bidang Kelembagaan Koperas: menyelenggarakan fungsi

1 Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperas: yang akurat,

2 Pelaksanaan verfikas: data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam yang akurat,

3 Pengoordinasian dan verifikasi dokumen 1zin usaha simpan pinjam
untuk koperasi,

4 Pengoordinasian dan verifikasi dokuinen 1zin pembukaan kantor cabang,
kantor cabaiig pembaiitu daii Kantor Kas,

5 Pengoordinasian pembentuikan koperasi, perubahan anggaran dasar
koperasi dan pembubaran koperasi,

6 Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan
tahunan koperas: simpan pinjam/unit simpan pinjam,

7 Pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten,

8 Pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya
keanggotaannya dalam 1 {satuj daerah kabupaten,

9 Pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam,

10 Pengoordinasian upaya penciptaan i1klim usaha simpan pinjam yang
sehat melalu1 penilaian koperasi,
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11 Pengoordinasian penyediaan data kesehatan Kkoperasi simpan
pinjamy unit simpan pinjam,

12 Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi
bagi koperas;,

13 Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi, dan

14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 4

QM 7T/ IT ART RATCATTVATM A N\
BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENDNGAST (UMKM)

Pasal 14
Bidang Usaha Mikro, Kecill dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyar tugas
merumuskan kebijakan teknis Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 15

Dalain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan

fungs1

1 Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha
kecil

2 Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi pelaku
UMKWM,

3 Penyelenggaraan promost akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam
dan luar negeri,

4 Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil,

5 Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelaku
UMKW,

6 Pengoordinasian kemitraan antar UMKM dan badan usaha lainnya,
7 Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK]),
8 Pengoordinasian pengembangan usaha kecill dengan ornentasi

peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah,

Pengoordinasiail pengempangai xewirausahaan, dan

10 Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

O

Paragraf 5
BIDANG INDUSTRI

Pasal 16
Bidang Industn1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dmas dan mempunya:r tugas melaksanakan penylapan perumusan,
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pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana
dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Inausmr dan Pembangunan
Sumber Daya industr

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,
Bidang Industr1 menyelenggarakan fungsi

1

N

10

11

12

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah d1 bidang pembangunan dan pemberdayaan mdustr kecil dan
industrni menengah unggulan, tenaga kerja industri dan penggunaan
konsultan mmdustr1 untuk industr1 unggulan kabupaten,

Penyiapan perumusan, pelaksaiaan, evaluasi dan pelaporan Kebijakan
daerah di1 bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran,
serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam
kabupaten,

Penyiapan peruinusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi pengeinbangan Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industn, Kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industn yang
1zinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten,

Penyiapan peruinusan, pelaksanaan, evaluas: dan pelaporan kebijakan
daerah & bidang pembinaan mdustri hijpu untuk mdustin unggulan
Kabupaten,

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industr,
Penylapan peruinusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang standardisasi industri yang 1izinnya dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten,

Penyiapan peruinusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pengemnbangan dan pemanfaatan kreativitas dan
Inovasi,

Penyiapan peruinusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijkan
daerah terkait promos: investast dan fasilitasi/insentif di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten,

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang perjanjian kerja sama Serta pelaksanaan administras:
kerja sama,

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industr1 di kabupaten,
Penyiapail peruimusai, pelaksaiiaai, evaluasi dan pelaporan Kebijakail
daerah di bidang fasilitasi pemnberian perizinan bidang ndustn,
pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi
administratif untuk pelanggaran Izin Usaha industr1 kecil, Izin Usaha
Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang 1zinnya
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya



-10 -

Paragraf 6
BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 18

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas dan mempunyar tugas melaksanakan penylapan koordinasz,
fasiitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,
evaluast serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan
kemetrologiai

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi

1 Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribust
perdagangan,

2 Pembmaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah

kerjanya,

Pembetian sekomendast dan pelayanian peneibitan 1znn dan non

perizinan usaha perdagangan,

4 Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan
distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan
berbahaya di tingkat daerah kabupaten,

5 Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha,
peningkatan penggunaan produk dalam neger;, promosi dan
peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi
pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah
sektor perdaganganj,

6 Pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang pentmg di tingkat daerah kabupaten,

7 Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat daerah kabupaten,

8 Pengoordinasian hintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten,

9 Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat daerah kabupaten,

10 Penyediaann data dan wmifuvrmas: haiga serta Ketersediaan stok dan
pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah
kabupaten,

11 Penyelenggaraan operast pasar dan/atau pasar murah dalam rangka
stabilisas: harga pangan pokok di wilayah kerjanya,

12 Pengoordinasian dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operas:
pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya,

13 Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan
barang penting di wilayah kerjanya,

i4 Pengawasan pengadaan, penyaiuian dan penggunaan pupuk bersubsida
d1 wilayah kerjanya,

(03]
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Pengkoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
Kabupaten (kP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di
tingkat daerah kabupaten,

Penyelenggaraan dan partisipast dalain pameran dagang nasional,
pameran dagang lokal, dan mis: dagang bag: produk ekspor asal 1 (satu)
daerah kabupaten,

Penyediaan layanan informasi mengenal penyelenggaraan dan
partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan
mis1 dagang dan produk ekspor unggulan daerah,

Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk
eKsSpor sKala proviiis: (lifitas daerah kKabupaten),

Penerbitan Surat Keterangan Asal,

Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor
untuk perluasan akses pasar produk ekspor,

Penyediaan dan peningkatan kompetens: suimnber daya manusia Penyidik
Pegawair Neger1 Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Neger: Sipil
Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa
(PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional
penera, pengainat tera, pengawas kemetrologian,

renyediaail dail pelaksaiaail penivinaain t€rnadap javatain iungsioilal
penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah
kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya,

Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber
daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas
kemetrologian,

Pelaksanaan penilailan angka kredit jabatan fungsional penera,
pengamat tera, dan pengawas kemetrologian,

Fasilitas: pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur,
Penyusuuan dan pemehialaan sisiewr wutu et vlogr legal,

Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di
bidang pengendalian murtu,

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komodity,
Peinetaan potensi komodit1 daerah,

Monitoring mutu produk komodit1 ekspor,

Pelaksanaan kajan hambatan ekspor terkait mutu,

Registrasi pelaku usaha komodit1 ekspor,

Sosialisas1 kebijjakan pengawasan mutu produk

Pelaksalladan fungs: lam yang diberikar viell atasan sesual dengail iugds
dan fungsinya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal20
Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan kemainpuan daerah



(2)
(3)

(2)
(3)
(4)
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UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT
yang berada dibawah aan bertanggungjawab kepada Kepaia Dinas
Pengaturanlebih lanjut mengenai Umit Pelaksana Teknis diatur dengan
Peraturan Bupat: tersendiri

BABIV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

rasai 21
Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpmnan Tingg: Pratama atau Eselon
b,
Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,
Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IlIb,
Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepaia Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian /Bupati

(1)

(2)

©

(4)

()

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpman tinggl pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesualr dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Selani melaksanakain tugas dan fungsiiya sebagaimana dimaksud
dalam ayat {2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
mmemberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungs: jabatan
pimpinan tinggl pratama sesuair dengan bidang keahlian dan
keterampilan,
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja

o e o

Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
perjenjang kepada kepala ainas

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas

(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dar
a Ketua Tim, dan
b Anggota Tun

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidaigi

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagar anggota Tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbaga: latar belakang kompetensi yang ada pada umt organisasi
tersebut atau diluar unit organisas;, untuk mengoptimalkan
pencapalan tujuan organisasl,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dar1 penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nila1 Aiigka Kredit 25%
dari Angka Kredit Kumitatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jerus dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 24
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pernigawasnya (eselon IV) terkena
danipak darn pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Unit Keija yang masili meiniiki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertangguiig jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon Il
Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertangguiig jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon Il
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dar1 pelaksanaan peiiyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(O} Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/
Bupati
(4) Ketentuan mengenair uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan
Dinas Koperasi dain UKM, Perindustrian dan Perdagangan diatur
derigan Peraturaii Bupati tersendin

cr



Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di ingkungan Dinas Koperast

dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan wajb nenerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan smkronisasi baik di lhingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dmas Koperas: dan UKM,

Perindustrian dan Perdagangan serta dengan instansi lan di luar

lingkungan Dinas Koperas1 dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan

sesuai dergan tugas masiiig-inasiiig

Pasal26

(1) Settap pimpimnan satuan organisasi bertanggung jawab memmpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan urailan tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi1 oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 27
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di ingkungan Dinas Koperas: dan UKM,
Perindustrian dan Perdagangan wapb mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Fasal 28
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memnberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dengan berlakunya peraturain Bupati i, pejabat yang menduduk
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupat: i1

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Ini, inaka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Orgamsasi
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Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisas1 Perangkat Daeran
Kabupaten Haimahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 31
Peraturan Bupati im1 mulal berlaku pada tanggai ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan pencmpataniiya dalam Derita Daeran Kabupatein Halmahera

Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 webruar: 2023

BUPATI HALMAHERA siELATAN

A

{
U _SIDI

Diundangkan di Labuha

pada tanggai webrizry 2023
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAERA SELATAN,

Ve

Ir SAIFUK TURUY, MP
Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Saiman Sesuai dengan aslinya

TWIMDAT A TMANTAN TITTIIZTIRA
nivr AN LJn\JlI‘lI\ DUI\UL‘VL

RUSDI HASAN,SH.MH
Nip 19830702 200812 1 002
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